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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang 

klasifikasi penyalahgunaan   wewenang   oleh   petugas   Lembaga 

Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika dan mengetahui sanksi hukuman 

disiplin bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klasifikasi 

penyalahgunaan   wewenang   oleh   petugas   Lembaga Pemasyarakatan yang 

mengedarkan narkotika dan apakah sanksi hukuman disiplin bagi petugas 

Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode 

penelitian yang digunakan adalah tipe hukum normatif. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh (1) Klasifikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas 

lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di LAPAS 

pada hakikatnya adalah seorang petugas lapas memiliki sebuah kewajiban yang 

harus dijalankannya didalam lapas. (2) Sanksi hukuman disiplin bagi petugas 

Lembaga Pemasyarakatan yang mengedarkan narkotika menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 

berupa sanksi disiplin dan administratif yang lebih ringan dibandingkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pemberhentian Dengan 

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri. Dimana masih ada celah Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi 

penyalahguna yang berstatus PNS untuk mendapat tunjangan Pensiun jika 

memenuhi kriteria. 
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